SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan
pengembangan koperasi sebagai bagian integral
ekonomi rakyat, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 28/PUU-XI/2013 yang dalam amar
putusannya antara lain memutuskan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum
Mengikat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu
sampai dengan terbentuknya Undang-Undang

yang baru;



Mengingat

4. Sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi harus
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, maka beberapa ketentuan

dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12

Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan

Pengembangan Koperasi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3503);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3540);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang
Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI.
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Dan
Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya
disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya
disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota
dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kota.

Dinas adalah PD yang membidangi
pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di
Kota Depok.

Kepala Dinas adalah Kepala PD yang
membidangi pemberdayaan dan pengembangan
Koperasi di Kota Depok

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang
mendapat pelimpahan kewenangan dengan
Keputusan Wali Kota.

Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga
yang terkait dengan Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi di Kota Depok.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang
berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Dewan Koperasi Indonesia, yang selanjutnya
disingkat Dekopin adalah organisasi tunggal
gerakan koperasi yang bersifat tunggal, idiil, dan
otonom.

Dewan Koperasi Indonesia Daerah, yang
selanjutnya  disingkat Dekopinda adalah
Dekopin ditingkat Daerah kabupaten/kota.
Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia
Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam
bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan
usaha terhadap Koperasi agar mampu tumbuh
dan berkembang menjadi usaha yang tangguh

dan mandiri.



